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BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek
Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan baru tentang dunia kerja. Penulis dalam pelaksaan kerja praktek di Direktorat Metrologi Bandung ini ditempatkan pada Subbagian Tata Usaha Balai Pengujian Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (BP-UTTP) Direktorat Metrologi yang menangani urusan tera dan tera ulang khususnya, pengujian UTTP dalam rangka Izin Tipe dan Izin Tanda Pabrik bagi UTTP yang akan di import ke Indonesia serta memungut biaya tera terhadap UTTP yang dilakukan tera atau tera ulang baik di kantor maupun di luar kantor.
Adapun bidang kajian dalam pelaksanaan kerja praktek yang penulis lakukan yaitu di bidang biaya tera dan tera ulang UTTP penangan khusus. 
3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan kuliah kerja praktek yang dilakukan oleh penulis pada Direktorat Metrologi Bandung di bagian Subdit Tata Usaha BP-UTTP Direktorat Metrologi adalah dengan cara mengamati dan mempelajari secara langsung kegiatan-kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan biaya tera dan tera ulang UTTP penanganan khusus yang di lakukan di kantor maupun di luar kantor.
Adapun jenis kegiatan yang penulis lakukan selama pelaksanaan kerja praktek pada Direktorat Metrologi Bandung adalah sebagai berikut:

1. Mendengarkan pengarahan dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada BP-UTTP mengenai tata cara pelaksanaan kerja praktek, gambaran umum  bagian Balai Pengujian  UTTP Direktorat Metrologi Bandung, dan Proses pengelolaan biaya tera dan tera ulang UTTP pada Balai Pengujian UTTP Direktorat Metrologi Bandung.
2. Membukukan dan memberi nomor surat dan sertifikasi hasil peneraan dan penelitian dilingkungan BP-UTTP.
3. Melaksanakan buku ekspedisi surat-menyurat dilingkungan BP-UTTP.
4. Mengarsipkan surat-menyurat di BP-UTTP.
5. Membuat penerimaan barang di BP-UTTP.
6. Mengambil data mengenai biaya tera dan tera ulang pada Bendahara Khusus Penerima dan Penyetor pada Bagian BP-UTTP.
7. Membaca Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengurusan biaya tera dan buku-buku keuangan lainnya yang berhubungan dengan bidang kajian yang penulis ambil sebagai panduan dalam pembuatan laporan.
8. Membantu mengarsipkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan biaya tera dan tera ulang.
9. Membantu memasukkan (menginput) data untuk membuat laporan biaya tera dan tera  ulang.
3.3. Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Kerja Praktek
3.3.1. Pengelolaan Biaya Tera dan Tera Ulang
Biaya tera adalah biaya yang dikenakan untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pengujian lain yang ada hubungannya dengan UTTP. Pada Hakikatnya, Ketentuan - ketentuan pembayaran tarif biaya tera ataupun tera ulang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya Tera dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1986 Tentang Perubahan Peratuaran Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 Tentang tarif Biaya Tera. Biaya Tera atau Tera Ulang akan dikenakan setelah dilakukan peneraan/pengujian terhadap alat oleh pegawai yang berhak.
Pengelolaan biaya tera dan tera ulang dilakukan oleh bendaharawan khusus. Tugas dari bendahara ini adalah menerima dan menyetor biaya tera dan tera ulang kepada negara melalui kegiatan peneraan atau bukan pajak. Kegiatan peneraan itu sendiri tidak hanya dapat dilakukan didalam kantor tetapi juga dapat dilakukan diluar kantor.

Adapun jenis-jenis Tera dan Tera Ulang antara lain :

a). Tera di kantor
b). Tera di luar kantor

c). Tera Ulang di kantor 

d). Tera Ulang di luar kantor 

Alur Pelayanan Biaya Tera dan Tera Ulang pada Balai Pengujian UTTP    adalah sebagai berikut :
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Gambar 3.1

Alur Pelayanan Satu Pintu Balai Pengujian UTTP
Kererangan :
1. Pemilik UTTP (alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) mengajukan  surat permohonan penelitian/tera/tera Ulang kepada Direktur Metrologi.

2. Pemilik UTTP menyerahkan UTTP beserta surat permohonan kepada petugas penerimaan barang.  
3. Penerima barang memeriksa UTTP disesuaikan dengan surat permohonanya, mencatat dalam buku penerimaan barang, membuat kartu order dan membuat bukti pesanan. 

4. Bukti pesanan diserahkan kepada pemilik UTTP, kartu order diteruskan kepada Kepala Balai dan UTTP dibawa ke instalasi uji sesuai dengan jenisnya yang selanjutnya diserahkan kepada petugas penera yang bertugas di instalasi tersebut.
5. Kabalai mendisposisikan kartu order kepada Kepala Seksi, selanjutnya Kepala Seksi menunjuk penera untuk melaksanakan tera/tera ulang/pengujian UTTP.

6. Penera menerima kartu order dari Kepala Seksi untuk melakukan tera/tera ulang/pengujian UTTP.

7. Penera melakukan pengujian/tera/tera ulang UTTP dan membubuhkan cap tanda tera serta membuat konsep keterangan hasil pengujian berdasarkan pengujian yang telah dilakukannya.

8. Konsep keterangan hasil pengujian diserahkan kepada TU untuk dibuatkan keterangan hasil pengujian.

9. Keterangan hasil pengujian diteruskan kepada Kepala Seksi setelah dikoreksi oleh penera dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Balai untuk ditandatangani. 
Setelah proses tersebut diatas maka UTTP tersebut mendapatkan Cap Tanda Tera. Cap Tanda Tera adalah cap yang dikelola serta dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi untuk memberikan pengesahan, pembatalan jaminan bagi UTTP yang di tera atau di  tera ulang yang jenis dan pembubuhannya sesuai dengan undang-undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 

Cap Tanda Tera yang digunakan untuk mengesahkan UTTP dibuat setiap tahun melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan, sedangkan pembuatannya diusulkan melalui anggaran Direktorat Metrologi Bandung. Pembuatan Cap Tanda Tera dilakukan oleh Perusahaan Percetakan Keuangan Negara (PERURI) di Jakarta. Adapun jenis Cap Tanda Tera yang dikelola Direktorat Metrologi antara lain :

1) Cap Tanda Sah

2) Cap Tanda Batal

3) Cap Tanda Jaminan 

4) Cap Tanda Daerah dan Pegawai yang berhak

5) Cap Tanda Sah dan Tanda Batal yang tidak perlu di bubuhkan pada alat UTTP.  

3.3.2  Hambatan - hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan Biaya Tera dan Tera Ulang
Didalam Pengamatan Penulis pada pelaksanaan pemungutan biaya tera pada BP-UTTP ada beberapa hal yang perlu dikaji kembali. Antara lain :
1. Peraturan Perundang - undangan yang digunakan sebagai dasar pemungutan biaya tera yaitu : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera menurut pengamatan penulis sudah tidak sesuai lagi dengan perekonomian saat ini.
2. Dengan adanya otonomi daerah yang mana setiap unit metrologi di daerah di bebankan PAD (Pendapatan asli daerah) dari biaya tera sehingga kegiatan tera dan tera ulang yang dilakukan di luar kantor atau di dalam kantor yang melibatkan petugas metrologi di daerah setempat, biaya tera tersebut di tarik oleh unit metrologi daerah setempat. Dengan demikin penarikan biaya tera yang seharusnya merupakan penerimaan metrologi pusat (Direktorat Metrologi) tidak bisa terwujud karena sudah di tarik diektorat metrologi setempat.
3. Target dan Realisasi biaya tera dan tera ulang tidak dapat terwujud dengan optimal sehingga mengakibatkan pencapaian target yang dibebankan oleh pemerintah pada Direktorat metrologi apabila di bandingkan dengan realisasi penerimaan biaya tera tidak mencapai target yang telah di tentukan.
Sebagai gambaran dibawah ini merupakan target dan realisasi penerimaan biaya tera tahun 2005 - 2008 :
Tabel 3.1

Realisasi Biaya tera 
Tahun Anggaran 2005 – 2008

	No
	Tahun Anggaran
	Target Penerimaan 
(Rp)
	Realisasi Penerimaan Uang Tera 
(Rp)
	Pencapaian

(%)

	1
	2005
	80.000.000,00
	19.150.930,00
	23,94

	2
	2006
	80.000.000,00
	19.387.000,00
	24,23

	3
	2007
	40.000.000,00
	20.616.500,00
	51,54



Tabel 3.2

Target Realisasi Penerimaan Biaya Tera
Tahun Anggaran 2006 - 2007
	No
	Tahun Anggaran
	Target Penerimaan
(Rp)
	Realisasi Penerimaan Uang Tera 
(Rp)
	Pencapaian

(%)

	1
	2006
	80.000.000,00
	72.500.000,00
	90,63

	2
	2007
	40.000.000,00
	72.500.000,00
	90,63



3.3.3 Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Biaya Tera dan Tera Ulang.

1. Mengganti Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1986 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera dengan Peraturan Pemerintah yang baru.
2. Melakukan Peninjauan tentang penerimaan Biaya Tera dan Tera Ulang yang dilakukan di setiap daerah dengan menerima laporannya.

3. Memaksimalkan target realisasi biaya tera.
Sumber : Direktorat Metrologi Bandung





Sumber : Direktorat Metrologi Bandung





Sumber : Direktorat Metrologi Bandung
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